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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pergantian Kru Kapal Di Indonesia
Moeljatno menyebutkan bahwa  hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Menentukan dengan cara bagaimana pemidanaan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Mahrus Ali menyebutkan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal: 

Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat. 

Penerapan saksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan. 

Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan. 

Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif. 
Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. 
Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (verwijtbaarheid) dan dapat dihindari (vermijdbaarheid) perbuatan yang dilakukan. 

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakukan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa harus:

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;

Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa);

Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada  pembuat.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah  hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Niniek Suparni menyebutkan bahwa hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan  di atas, maka suatu pidana harus:

Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak  menyenangkan.

Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana

Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.

Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.

Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistim hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.

Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.

Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.

Menyatakan pencelaan terhadap pelanggar.

Berdasarkan ruang lingkup pemidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk  hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya pembuat.

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itukemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertangungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri pembuatnya.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

Melakukan perbuatan pidana;

Mampu bertanggung jawab;

Dengan kesengajaan atau kealpaan;

Tidak adanya alasan pemaaf.

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat pergantian kru kapal di Indonesia dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Medan  Nomor 1705/Pid.B/2023/PN Mdn, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan pemalsuan surat pergantian kru kapal di Indonesia yang ditentukan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka pelaku pemalsuan surat pergantian kru kapal di Indonesia diancam dikenakan sanksi pidana kategori pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan  Nomor 1705/Pid.B/2023/ PN Mdn, bahwa pelaku tindak pidana perbuatan pemalsuan surat pergantian kru kapal dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, karena unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti yaitu sebagai berikut :

Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Mengutip Surat Dakwaan Penuntut Umum terkait materi perbuatan Terdakwa mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan dalam casus in concreto adalah 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. Pelayaran Bintang Puti h as Agent for Maersk Nomor : 500/SKA-09/PBP-2020 atas nama Totok Budi Istiarso Wardoyo kepada Terdakwa I yang ditujukan untuk pergantian kru kapal.

Memberikan pertimbangan terhadap pengertian surat dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam unsur tindak pidana di atas menurut MvT adalah surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang. Memperhatikan Surat Kuasa PT. Pelayaran Bintang Putih as Agent for Maersk Nomor : 500/SKA-09/PBP-2020 atas nama Totok Budi Istiarso Wardoyo kepada Terdakwa I, maka menurut hukum terhadap surat termasuk pada objek dari surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.

Arrestnya antara lain Hoge Raad memutuskan bahwa yang dimaksud dengan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli adalah surat yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran. Demikian pula terkait perbuatan membubuhkan tandatangan orang lain pada sepucuk surat itu sebagai suatu perbuatan membuat surat tersebut secara palsu, walaupun suatu perbuatan tanda tangan orang lain itu dilakukan dengan seizin orang yang mempunyai tandatangan tersebut.

 Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan surat palsu berdasarkan arrest Hoge Raad tertanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No. 781 antara lain disebutkan bahwa sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebahagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut ternyata palsu.

Memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi Tirmizi Syahputra, Saksi Totok Budi Istiarso Wadoryo, Saksi Fakhrurrozi Nasution, Saksi Aryanto, Saksi Benyamin Ricchi Aranius., Ssi.T dan Saksi Barmabas Fendy Tallu yang kemudian dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II, memalsukan tanda Tangan Saksi Totok Budi Alias Totok Budi Istiarso Wardoyo di Surat Kuasa tanggal 14 September 2020 yang menerangkan Sutak Dwi Hadi, Direktur PT. Meratus Line memberikan Kuasa kepada Totok Budi Istiarso Wardoyo untuk mengurus PKL Crew Kapal Meratus Medan pada bulan September 2020 dan Surat Kuasa tanggal 14 September 2020 yang menerangkan Sutak Dwi Hadi, Direktur PT. Meratus Line memberikan Kuasa kepada Totok Budi Istiarso Wardoyo untuk mengurus PKL Crew Kapal Meratus Medan 5 Terdakwa I menandatangani kedua surat tersebut atas arahan dari Direktur Operasional PT. Pelayaran Bintang Putih yaitu Heri Santoso, sehingga atas arahan tersebut Terdakwa I akhirnya menyuruh Terdakwa II Ismail Nasution membubuhkan tanda tangan di atas nama saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo di kedua Surat Kuasa tersebut dikarenakan di aplikasi Inaport Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan yang terdaftar adalah Kepala Cabang yang lama yaitu Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo, sehingga Terdakwa I mengkonsultasikan terlebih dahulu hal tersebut kepada Direktur Operasional PT. Pelayaran Bintang Putih yaitu Saksi Heri Santoso yang pada saat itu juga menggantikan sementara posisi Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo sebagai Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan.

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 7425/DTF/2021 tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si, KhairunNisa, S.T, Lastiar Siburian, S.Si, SIK, MH dan Rosnina selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut yaitu Drs. Andi Firdaus berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa tandatangan atas nama Totok Budi Istiarso als Totok Budi yang terdapat pada poin 1 dan 2 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Totok Budi Alias Totok Budi Istiarso Wardoyo Pembanding (KT).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam casus in cocreto yang dipalsukan oleh Para Terdakwa adalah berupa tanda tangan seseorang yang bernama Totok Budi Istiarso Wardoyo pada Surat Kuasa tanggal 14 September 2020 Nomor SKA-09/PBP-2020 maka menurut hukum Surat Kuasa a quo telah diperbuat secara melawan hukum dan diperbuat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga harus dipandang sebagai surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur memalsukan surat terkait materi perbuatan Terdakwa I Dedy Surya sebagai orang yang menyuruh dan Terdakwa II Ismail Nasution selaku orang yang memalsukan dinyatakan terlah terbukti menurut hukum dan dengan telah terbuktinya sub unsur memalsukan surat maka terhadap sub unsur membuat surat palsu tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

Unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan dan apabila terbukti menurut hukum maka terhadap Sub Unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Mengambilalih pertimbangan terdahuli yaitu berdasarkan keterangan Saksi Tirmizi Syahputra, Saksi Totok Budi Istiarso Wadoryo, Saksi Fakhrurrozi Nasution, Saksi Aryanto, Saksi Benyamin Ricchi Aranius., SsiT dan Saksi Barmabas Fendy Tallu yang kemudian dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memalsukan tanda Tangan Saksi Totok Budi Alias Totok Budi Istiarso Wardoyo di Surat Kuasa tanggal 14 September 2020 yang menerangkan Sutak Dwi Hadi, Direktur PT. Meratus Line memberikan Kuasa kepada Totok Budi Istiarso Wardoyo untuk mengurus PKL Crew Kapal Meratus Medan pada bulan September 2020 dan Surat Kuasa tanggal 14 September 2020 yang menerangkan Sutak Dwi Hadi, Direktur PT. Meratus Line memberikan kuasa kepada Totok Budi Istiarso Wardoyo untuk mengurus PKL Crew Kapal Meratus Medan 5 Terdakwa I menandatangani kedua surat tersebut atas arahan dari Direktur Operasional PT. Pelayaran Bintang Putih yaitu Sdr. Heri Santoso, sehingga atas arahan tersebut Terdakwa I akhirnya menyuruh Terdakwa II Ismail Nasution membubuhkan tanda tangan di atas nama saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo di kedua Surat Kuasa tersebut dikarenakan di aplikasi Inaport Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan yang terdaftar adalah Kepala Cabang yang lama yaitu Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo, sehingga Terdakwa I mengkonsultasikan terlebih dahulu hal tersebut kepada Direktur Operasional PT. Pelayaran Bintang Putih yaitu Saksi Heri Santoso yang pada saat itu juga menggantikan sementara posisi Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo sebagai Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan.

Para Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Toto Budi Istiarso Wardoyo pada Surat Kuasa PT. Pelayaran Bintang Putih as Agent for Maersk Nomor : 500/SKA-09/PBP-2020 atas nama Totok Budi Istiarso Wardoyo kepada Terdakwa I diperbuat Para Terdakwa dengan tujuan agar pergantian Kru Kapal Meratus 5 Medan terlaksana, dan selanjutnya Kapal Meratus 5 Medan dapat bergerak dan berlayar dari Pelabuhan Belawan, sehingga perusahaan PT. Pelayaran Bintang Putih yang menyewa Kapal Meratus Medan 5 tersebut tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Sub Unsur yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal telah terbukti menurut hukum. Unsur yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal telah terbukti maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur  dengan maksud memiliki arti adanya niat atau kehendak atau sikap batin dari pelaku untuk melakukan perbuatan atau menimbulkan akibat yang dilarang. Menurut memorie van toelichting, kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dapat disimpulkan dari bagaimana cara, sifat maupun keadaan yang meliputi perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku.

Teori hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu:

Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (opzet bij zakerheidsbewustzijn). Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadiatas perbuatannya tersebut

Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn).

Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dengan istilah dolus eventualis, dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, yang sepatutnya pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi tersebut.

Kesengajaan dalam unsur ini ditujukan kepada perbuatan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sehingga untuk selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa mempergunakan Surat Kuasa Surat Kuasa PT. Pelayaran Bintang Putih as Agent for Maersk Nomor : 500/SKA-09/PBP-2020 atas nama Totok Budi Istiarso Wardoyo kepada Terdakwa I.

Mengambilalih pertimbangan terdahuli yaitu berdasarkan keterangan Saksi Tirmizi Syahputra, Saksi Totok Budi Istiarso Wadoryo, Saksi Fakhrurrozi Nasution, Saksi Aryanto, Saksi Benyamin Ricchi Aranius., SsiT dan Saksi Barmabas Fendy Tallu yang kemudian dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memalsukan tanda Tangan Saksi Totok Budi Alias Totok Budi Istiarso Wardoyo di Surat Kuasa tanggal 14 September 2020 yang menerangkan Sutak Dwi Hadi, Direktur PT. Meratus Line memberikan Kuasa kepada Totok Budi Istiarso Wardoyo untuk mengurus PKL Crew Kapal Meratus Medan pada bulan September 2020 dan Surat Kuasa tanggal 14 September 2020 yang menerangkan Sutak Dwi Hadi, Direktur PT. Meratus Line memberikan Kuasa kepada Totok Budi Istiarso Wardoyo untuk mengurus PKL Crew Kapal Meratus Medan 5 Terdakwa I menandatangani kedua surat tersebut atas arahan dari Direktur Operasional PT. Pelayaran Bintang Putih yaitu Sdr. Heri Santoso, sehingga atas arahan tersebut Terdakwa I akhirnya menyuruh Terdakwa II Ismail Nasution membubuhkan tanda tangan di atas nama saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo di kedua Surat Kuasa tersebut dikarenakan di aplikasi Inaport Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan yang terdaftar adalah Kepala Cabang yang lama yaitu Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo, sehingga Terdakwa I mengkonsultasikan terlebih dahulu hal tersebut kepada Direktur Operasional PT. Pelayaran Bintang Putih yaitu Saksi Heri Santoso yang pada saat itu juga menggantikan sementara posisi Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo sebagai Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan.

Para Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Toto Budi Istiarso Wardoyo pada Surat Kuasa PT. Pelayaran Bintang Putih as Agent for Maersk Nomor : 500/SKA-09/PBP-2020 atas nama Totok Budi Istiarso Wardoyo kepada Terdakwa I diperbuat Para Terdakwa dengan tujuan untuk agar pergantian Kru Kapal Meratus 5 Medan terlaksana, dan selanjutnya Kapal Meratus 5 Medan dapat bergerak dan berlayar dari Pelabuhan Belawan, sehingga perusahaan PT. Pelayaran Bintang Putih yang menyewa Kapal Meratus Medan 5 tersebut tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan keterangan Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo bahwa Saksi sudah tidak menjadi Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan sejak Mei 2020, dan pengganti saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo sebagai Kepala Cabang adalah pada bulan Oktober 2020, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa Ismail Nasution memalsukan dan menggunakan tanda tangan Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo sebagai Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan adalah dari bulan Mei 2020 s/d Oktober 2020 dan selama itu sudah ada 20 Kapal sewaan PT. Pelayaran Bintang Putih Cabang Belawan yang bersandar dan berlayar menuju dan dari Belawan yang menggunakan nama dan tanda tangan Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo sebagai Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan dan Saksi Heri Santoso tidak pernah menyuruh Terdakwa I untuk memalsukan tanda tangan Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo di 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama Sutak Dwi Hadi kepada Totok Budi Istiarso Wardoyo.

Tanggal 14 September 2020 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. Pelayaran Bintang Putih as Agent for Maersk Nomor : 500/SKA-09/PBP-2020 atas nama Totok Budi Istiarso Wardoyo kepada Terdakwa I tanggal 15 September 2020. Pada tanggal 16 September 2020, setelah Terdakwa I dan Terdakwa Ismail Nasution memalsukan tanda tangan Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo di kedua surat kuasa tersebut diatas. Terdakwa I konsultasi dengan Saksi Heri Santoso melalui email, dimana Saksi Heri Santoso hanya mengatakan agar Terdakwa I menandatangani kedua surat kuasa tersebut atas nama Terdakwa I sendiri atau atas nama Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan yang baru.

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Ismail Nasution untuk memalsukan tanda tangan Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo di 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama Sutak Dwi Hadi kepada Totok Budi Istiarso Wardoyo tanggal 14 September 2020 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. Pelayaran Bintang Putih as Agent for Maersk Nomor : 500/SKA-09/PBP-2020 atas nama Totok Budi Istiarso Wardoyo kepada Terdakwa I tanggal 15 September 2020 tidak mendapat izin dari saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo

Berdasarkan keterangan Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo jika ada pergantian kru kapal, maka membutuhkan surat kuasa dari Saksi sebagai Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Cabang Belawan, dimana Saksi akan tanda tangan di surat kuasa tersebut, dan yang menyiapkan surat kuasa tersebut untuk Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo tanda tangani adalah Terdakwa Dedy Surya.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pada diri perbuatan para Terdakwa sebelumnya telah terdapat bentuk kesengajaan untuk memakai surat tersebut. Dengan demikian terhadap sub unsur dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dinyatakan telah terbukti menurut hukum. Dengan terbuktinya sub unsur dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, maka terhadap sub unsur lainnya tidka perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Kata “dapat” dalam unsur ini mengandung makna bahwa kerugian akibat pemakaian surat palsu tersebut tidak diharuskan sudah betul-betul terjadi, akan tetapi cukup hanya bersifat potensi kerugian saja (potencial loss). Kerugian yang dimaksud dalam unsur ini tidak hanya kerugian meteril saja, akan tetapi dapat pula dalam bentuk kerugian immaterial.

Mengambilalih pertimbangan pada unsur terdahulu Para Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Toto Budi Istiarso Wardoyo pada Surat Kuasa PT. Pelayaran Bintang Putih as Agent for Maersk Nomor : 500/SKA-09/PBP-2020 atas nama Totok Budi Istiarso Wardoyo kepada Terdakwa I diperbuat Para Terdakwa dengan tujuan untuk agar pergantian Kru Kapal Meratus 5 Medan terlaksana, dan selanjutnya Kapal Meratus 5 Medan dapat bergerak dan berlayar dari Pelabuhan Belawan, sehingga perusahaan PT. Pelayaran Bintang Putih yang menyewa Kapal Meratus Medan 5 tersebut tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan keterangan Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo bahwa Saksi sudah tidak menjadi Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan sejak Mei 2020, dan pengganti saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo sebagai Kepala Cabang adalah pada bulan Oktober 2020, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II Ismail Nasution memalsukan dan menggunakan tanda tangan Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo sebagai Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan adalah dari bulan Mei 2020 s/d Oktober 2020 dan selama itu sudah ada 20 Kapal sewaan PT. Pelayaran Bintang Putih Cabang Belawan yang bersandar dan berlayar menuju dan dari Belawan, yang menggunakan nama dan tanda tangan Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo sebagai Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan dan Saksi Heri Santoso tidak pernah menyuruh Terdakwa I untuk memalsukan tanda tangan Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo di 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama Sutak Dwi Hadi kepada Totok Budi Istiarso Wardoyo tanggal 14 September 2020 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. Pelayaran Bintang Putih as Agent for Maersk Nomor : 500/SKA-09/PBP-2020 atas nama Totok Budi Istiarso Wardoyo kepada Terdakwa I tanggal 15 September 2020. Pada tanggal 16 September 2020, setelah Terdakwa I dan Terdakwa Ismail Nasution memalsukan tanda tangan Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo di kedua surat kuasa tersebut diatas. Terdakwa I konsultasi dengan Saksi Heri Santoso melalui email, dimana Saksi Heri Santoso hanya mengatakan agar Terdakwa I menandatangani kedua surat kuasa tersebut atas nama Terdakwa I sendiri atau atas nama Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan yang baru.

Berdasarkan keterangan Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi diri Saksi, baik moril maupun materil karena pada saat itu Saksi sudah tidak lagi bekerja sebagai Kepala Cabang PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan sejak Mei 2020. Dengan demikian unsur Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terbukti menurut hukum.
Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan  Nomor 1705/Pid.B/2023/PN Mdn bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal  263 Ayat (1) KUHP dan dalam pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pemalsuan surat pergantian kru kapal. Akibat perbuatan tersebut terdakwa I Dedy Surya dan Terdakwa II Ismail Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  dengan sengaja melakukan turut serta memalsukan surat dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dedy Surya dan Terdakwa II Ismail Nasution dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pergantian Kru Kapal
Upaya Penal

Istilah “kebijakan” yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris “policy” dan dalam bahasa belanda “politiek” sedangkan untuk penggunaan istilah “penal” diartikan sebagai penggunaan hukum pidana. Jika dirangkai dalam penggunaan bahasa singkat kita, kebijakan hukum pidana bisa disebut juga sebagai “politik hukum pidana” yang merangkum pokok bahasan politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah satu bagian dari ilmu hukum.

 Penggunaan hukum pidana menjadi salah satu upaya dalam penanggulangan kejahatan, dengan memfungsikan sanksi hukumnya berupa pemidanaan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana termasuk sebagai proses dalam mengatasi permasalahan sosial dalam bidang kebijakan kriminal penegakan hukum.

Penanggulangan lewat jalur kebijakan penal, diartikan satu usaha penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada sifat “revresif” yakni  (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan itu terjadi. Marc Ancel menyatakan bahwa “modern criminal science” terdiri dari tiga kompenan “criminology”, “criminal law”, dan “penal policy”. Lebih lanjut disebutkan beliau “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Menurut M. Solly Lubis, bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku, mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 Menurut Sudarto, politik hukum adalah : 

Usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.

Pengertian diatas menyatakan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana merupakan satu wujud pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

A. Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan : 

Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui.

Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Defenisi Mulder diatas terinspirasi dari pendapat Marc Ancel terhadap “sistem hukum pidana” yang menurutnya “bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari : 

Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
Suatu prosedur hukum pidana
Mekanisme pelaksanaan pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan mempergunakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu usaha penegakan hukum. Artinya secara politik atau kebijakan hukum pidana, itu merupakan satu bagian kebijakan dalam penegakan hukum (law inforcement policy), sedangkan proses perumusan atau pembuatan hukumnya (undang-undang) pidana menjadi bagian terintegral dari usaha melindungi masyarakat (social welfare) yang disebut sebagai bagian kebijakan atau politik sosial (social policy), yang dapat diartikan bahwa kebijakan sosial itu segala usaha yang rasional dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Permasalahan sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I dalam latar belakang, peningkatan kasus yang terjadi setiap tahun dari 49 korban yang telah melakukan pengaduan, pelaku yang dilaporkan bagai kebal hukum. Menunjukan lemahnya sistem penegakan hukum (law enforcement) dari pencapaian azas tanggung jawab Negara dalam melindungi korban. Kemauan (will) dari aparatur penegak hukum cendrung diragukan pada akhirnya dipertanyakan keseriusannya dalam berupaya melindungi korban perdagangan orang sekaligus menanggulangi kejahatan.

Sebagaimana halnya ungkapan dari keraguan yang dikutip secara tidak langsung dari Mahmud Mulyadi yakni “mungkinkah pemidanaan dapat dijadikan sebagai instrument dalam pencegahan kejahatan terhadap anggapan pemidanaan bukan mengurangi terjadinya kejahatan tetapi justru menambah dan membuat kejahatan semakin marak.
 Keraguan itu muncul karena gagalnya lembaga permasyarakatan dalam mengintegrasikan narapidana kepada kehidupan sosial yang lebih baik.

Pertanyaan diatas tidak perlu muncul, bila ada sinkronisasi antara pencapaian tujuan hukum dan fungsi hukum itu sendiri. 
 Mengacu kepada pendapat para sarjana diatas lalu dihubungkan dengan teori pencegahan yang dikemukakan oleh Peter Hoefnagels upaya kebijakan kriminal yang bertujuan sebagai “kebijakan yang dapat merubah prilaku manusia untuk berbuat lebih baik”. Aplikasi pelaksanaan undang-undang (Crim law application-practical criminology) berfungsi dan terlaksana tentulah pertanyaan-pertanyaan dan keragu-raguan terhadap fungsi penggunaan pidana terhadap permasalahan penghapusan tindak pidana perdagangan orang ini tidak perlu muncul. 

Sebagaimana ungkapan sarjana yang dipahami penulis dari Inkeri Antilla atas permasalahan kejahatan yang dihadapi dengan fungsi pidana telah berlangsung beratus-ratus tahun lalu, secara gambling Herbert L Packer juga mengemukakan dimana “usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana”, merupakan “suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”.

Ketidakmutlakan bidang kebijakan dikarenakan hakikat masalah kebijakan, orang dihadapkan pada penilaian dan pemilihan dengan berbagai alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau pencegahan kejahatan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan problem sosial tetapi seperti yang diungkapkan Packer bisa jadi merupakan masalah dari kebijakan itu sendiri (the problem of policy).

Kaitannya dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat tanah, melalui upaya ini diusahakan untuk melakukan tindakan tegas dan keras kepada pelaku-pelaku kejahatan pemalsuan surat tanah dengan tujuan untuk menekan angka frekuensi dari kasus-kasus kejahatan pemalsuan surat tanah tersebut.

Penjatuhan hukuman yang tidak setimpal dengan apa (kejahatan) yang telah dilakukan akan menimbulkan preseden yang tidak baik bagi masyarakat. Sebaliknya jadi alasan bagi mereka-mereka yang memang mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan kejahatan guna mewujudkan kehendaknya tersebut.

Bila terhadap pelaku kejahatan kejahatan pemalsuan surat tanah yang terdahulu dijatuhi oleh hakim dengan ancaman hukuman yang cukup rendah, maka hal ini tidak akan membuat jera orang yang dijatuhi hukuman tersebut serta tidak akan membuat orang lain takut untuk melaksanakan dan bahkan akan meniru perbuatan pelaku pertama.

Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.
 Kaitannya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat tanah, maka diterapan peraturan dan disiplin yang baik pada lembaga, instansi-instansi, dan dinas-dinas. Dengan demikian suatu disiplin yang baik dalam suatu badan atau dinas yang tersebut diatas akan mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi. Disiplin dalam hal ini adalah identik dengan penegakan hukum, yang mana setiap dinas atau instansi harus konsekuensi dalam menjalankan hukum. Konsekuensi disini adalah dalam  menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, jangan hanya memandang dia adalah teman dan sebagainya. 

Penegakan hukum ini bukan saja tugas dari aparat pemerintah saja melainkan adalah fungsi dari seluruh dari warga negara. Apabila penegak hukum itu hanya ditujukan pada pejabat atau aparat, tanpa masyarakat diikutsertakan, maka penegak hukum tidak akan berhasil dengan baik, sebab masyarakatpun punya andil dalam hal pemalsuan gelar akademik ini.

Upaya Non Penal.

Penerapan kebijakan non penal lebih menitiktekankan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya bagaimana kebijakan itu mampu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana pemalsuan gelar akademik. Penanggulangan kejahatan secara preventif dimaksudkan kepada upaya-upaya yang dilakukan sebelum tindak kejahatan tersebut terjadi.
 

Peranan masyarakat sangat penting sekali di dalam mengawasi, menilai dan  menganalisa   fenomena-fenomena yang terjadi  di tengah-tengah   masyarakat.   Sebab tanpa partisipasi dari masyarakat untuk memantau prilaku-prilaku yang menyimpang tersebut, maka aparat penegak hukum dan keadilan tidak akan dapat berbuat banyak. Menurut  Barda Nawawi Arief bahwa upaya untuk mencegah kejahatan adalah :

Penerapan hukum pidana (criminal law application); 

Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisthment)

Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment mass media).

Mengacu kepada sistematika kebijakan kriminal yang telah ada usaha-usaha kebijakan non penal dalam pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang (trafiking) menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapat berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, pengingkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontiniu oleh polisi dan aparat kemanan lainnya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sector kebijakan sosial.

Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan kejahatannya berorientasi pada pelaku atau offender-centred crime prevention dan berorientasi pada korban atau victim-centred crime prevention.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya keseluruhan kegiatan preventif non penal itu memiliki kedudukan strategis dalam memegang posisi kunci yang seyogianya terus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif non penal ke dalam satu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu.

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak  Pidana Pemalsuan Surat Pergantian Kru Kapal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan  Nomor 1705/Pid.B/2023/PN Mdn 
Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa  kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.
Kehidupan masyarakat yang semakin komplek saat ini dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu. 
Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur secara tegas di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu bahwa: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. 
Pertimbangan hukum hakim terhadap perbuatan pemalsuan surat pergantian kru kapal, dapat dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan  Nomor 1705/Pid.B/2023/PN Mdn.
Kronologis Perkara
Para terdakwa dalam kasus ini adalah Dedy Surya sebagai terdakwa I dan Ismail Nasution sebagai terdakwa II pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Pelayaran Bintang Putih yang berada di Kantor Samudra Belawan yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara antara lain terdakwa I Dedy Surya merupakan Kepala Operasional Lapangan pada PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan yang bertugas untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan dalam pengurusan pergantian kru kapal di Kantor Syahbandar Belawan, sedangkan terdakwa II Ismail Nasution merupakan Staf Operasional Lapangan pada PT. Pelayaran Bintang Putih Belawan.

Tanggal 14 September 2020 akan ada pergantian Kru Kapal Meratus Medan 5 milik PT. Meratus Line sehingga saksi Dodid Wibowo selaku Manager Kapal pada PT. Meratus Line berkordinasi kepada terdakwa I Dedy Surya selaku Kepala Operasional Lapangan pada PT. Pelayaran Bintang Putih (penyewa kapal) untuk surat-surat yang dibutuhkan dalam pengurusan pergantian kru kapal tersebut dimana yang bisa mengurus pergantian kru kapal tersebut adalah penyewa kapal ke Kantor Syahbandar Belawan, sehingga terdakwa I Dedy Surya menyuruh saksi Dodid Wibowo untuk membuat surat kuasa dari PT. Meratus Line kepada Kepala Cabang Medan PT. Pelayaran Bintang Putih atas nama Totok Budi Istiarso, dimana selanjutnya pada tanggal 14 September 2020 di Kantor PT. Meratus Line alamat Jl. Alun-Alun Priok No. 27 Kota Surabaya saksi Dodid Wibowo membuat 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 14 September 2020 yang menerangkan Sutak Dwi Hadi selaku Direktur PT. Meratus Line memberikan kuasa kepada Totok Budi Istiarso untuk mengurus PKL Kru Kapal Meratus Medan 5 

Selanjutnya saksi Dodid Wibowo memberikan surat tersebut kepada Direktur PT. Meratus Line yaitu saksi Sutak Dwi Hadi untuk menandatangani surat tersebut, dan setelah surat tersebut ditantangani oleh saksi Sutak Dwi Hadi maka surat tersebut dikirim melalui email oleh saksi Dodid Wibowo yang belum ada tanda tangan di nama Totok Budi Istiarso Wardoyo, kepada terdakwa I Dedy Surya melalui email atas nama dedy-kusuma@yahoo.com dan totok.budi@maersk.com;

Setelah terdakwa I Dedy Surya menerima email dari saksi Dodid Wibowo tersebut maka pada tanggal 15 September 2020 bertempat di Kantor PT. Pelayaran Bintang Putih yang berada di Kantor Samudra Belawan yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Kec. Medan Belawan Kota Medan, terdakwa I Dedy Surya mencetak 1 (satu) lembar Surat Kuasa pada tanggal 14 September 2020 tersebut yang belum ada tanda tangan Totok Budi Istiarso Wardoyo di surat tersebut.

Selanjutnya terdakwa I Dedy Surya menyuruh terdakwa II Ismail Nasution memalsukan/meniru tanda tangan saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo di 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 14 September 2020 dan terdakwa I Dedy Surya membuat 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor: 500/SKA-09/PBP-2020 tanggal 15 September 2020 lalu terdakwa I Dedy Surya dan terdakwa II Ismail Nasution bersepakat dengan satu niat yang sama menirukan tanda tangan saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo dengan cara dilakukan terdakwa II Ismail Nasution dengan membubuhkan sendiri diatas nama Totok Budi Istiarso Wardoyo di surat tersebut seolah-olah itu adalah tanda tangan dari Totok Budi Istiarso Wardoyo. 

Tujuan terdakwa I Dedy Surya dan terdakwa II Ismail Nasution menirukan tanda tangan saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo padahal mengetahui bahwa saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo sudah tidak bekerja sebagai karyawan PT. Pelayaran Bintang Putih adalah agar pengurusan pergantian kru kapal Meratus Medan 5 bisa dilaksanakan. Setelah terdakwa II Ismail Nasution selesai menirukan tanda tangan saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo lalu kedua surat tersebut diserahkan kepada terdakwa I Dedy Surya 

Selanjutnya digunakan oleh terdakwa I Dedy Surya untuk mengurus pergantian Kru Kapal Meratus Medan 5 di Kantor Syahbandar Belawan pada tanggal 15 September 2020 hingga pada tanggal yang sama pengurusan pergantian Kru Kapal Meratus Medan 5 bisa dilaksanakan. Bahwa hal tersebut diatas diketahui oleh saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo pada tanggal 15 September 2020 dimana saksi Fakhrurrozi Nasution memberitahukan tentang adanya 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 14 September 2020 yang menerangkan Sutak Dwi Hadi Direktur PT. Meratus Line memberikan kuasa kepada Totok Budi Istiarso Wardoyo untuk mengurus PKL Kru Kapal Meratus Medan 5 yang ditemukannya di Kantor Syahbandar Belawan kepada saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo. 

Setelah melihat dan membaca surat tersebut maka saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo merasa keberatan dikarenakan pada tanggal 08 Mei 2020 saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo bukan lagi karyawan PT. Pelayaran Bintang Putih sehingga saksi Totok Budi Alias Totok Budi Istiarso Wardoyo merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa I Dedy Surya dan terdakwa II Ismail Nasution ke pihak yang berwenang.

Akibat perbuatan terdakwa I Dedy Surya dan terdakwa II Ismail Nasution yang membuat dan menggunakan 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 14 September 2020 dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor : 500/SKA-09/PBP-2020 tanggal15 September 2020, saksi Totok Budi Alias Totok Budi Istiarso Wardoyo merasa dirugikan dimana setelah saksi Totok Budi Alias Totok Budi Istiarso Wardoyo mengundurkan diri pada bulan Mei 2020 maka telah terputus hubungan apapun antara saksi Totok Budi Alias Totok Budi Istiarso Wardoyo dengan PT. Pelayaran Bintang Putih, namun pihak PT. Pelayaran Bintang Putih tidak memutuskan hubungan kerja dikarenakan PT. Pelayaran Bintang Putih masih menggunakan nama saksi Totok Budi Alias Totok Budi Istiarso Wardoyo sebagai Kepala Cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 7425/DTF/2021 tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si, Khairun Nisa, S.T, Lastiar Siburian, S.Si, SIK, MH dan Rosnina selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut yaitu Drs. Andi Firdaus, telah memeriksa dokumen dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa tanda tangan atas nama Totok Budi Alias Totok Budi Istiarso Wardoyo yang terdapat pada poin 1 dan 2 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Totok Budi Alias Totok Budi Istiarso Wardoyo Pembanding (KT).

Dakwaan Penuntut Umum
Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif yaitu :

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana
Tuntutan Penuntut Umum
Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa I Dedy Surya dan terdakwa II Ismail Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”,melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Amar Putusan

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Tarutung memberi putusan yang amarnya menyebutkan :

Menyatakan Terdakwa I Dedy Surya dan Terdakwa II Ismail Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Memalsukan Surat sebagaimana Dakwaan Primair;

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
Analisis Kasus

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan  Nomor 1705/Pid.B/2023/ PN Mdn diketahui bahwa Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan: 

Pertimbangan yuridis

Pertimbangan non yuridis. 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya:

Dakwaan jaksa penuntut umum;
Tuntutan pidana;
Keterangan saksi;
Keterangan terdakwa; 

Barang bukti.
Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dan didukung dengan pertimbangan non yuridis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangkan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.
Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:

Alasan yang meringankan: 

Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan

Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana 

Alasan yang memberatkan bahwa  perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Totok Budi Istiarso Wardoyo.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, maka hakim memberikan putusan pidana penjara penjara selama 1 (bulan) dan 3 (tiga) hari. Hukuman tersebut berfungsi sebagai shock terapi atau sebagai pelajaran bagi terdakwa- dan masyarakat. Menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sehingga akan menjadi cambuk bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama penahanan yang dijalani terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

Penjatuhan pidana lebih bersifat shock terapi bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya serta masyarakat agar tidak ikut melakukan perbuatan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa.

Hakim dalam memutus suatu perkara dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tepat berdasarkan skala prioritas tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Hakim berpendapat bahwa salah satu tujuan dalam menjatuhkan hukuman adalah untuk membuat efek jera kepada kepada pelaku tindak pidana dan juga untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dan terkhusus kepada wanita yang melakukan hubungan pernikahan kepada seseorang untuk tidak sembarangan atau terlalu gampang untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki lain tanpa mengindahkan aturan hukum yang diatur oleh negara, sehingga dalam hal ini Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang memohon untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masa tahanan.

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan  Nomor 1705/Pid.B/2023/PN Mdn, jelaslah bahwa Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim bersifat mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila di dalam persidangan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim di dalam amar putusan memberikan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan berupa keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang harus diterima oleh terdakwa serta memberi manfaat bagi terdakwa dan masyarakat, sebagaimana irah-irah putusan ”Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa”.
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